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PERJANJAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Junaedi
NIP : 196612051987031003
Jabatan : Bupati
Unit Kerja : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Triwulan
Nomor Sasaran indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja D = Tahunan | Keterangan
| 1l
Sasaran Strategls
1 {Temwujudnya Kabupaten Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  iDasar Hukum : NIA 89,015 NIA 89,015 | 89,15 Nilai
Adminisirasi Kepulauan Kabupaten Administrasi Peraluran Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Seribu Sebagai Kabupaten Penyelenggara Pelayanan Publk
Wisata Bahari, Religi, Lestari
dan Berbudaya yang Definisi :
Memberikan Layanan Publik Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasif rata-rala pengukuran dari survel kepuasan masyarakat
dan Pemerataan Hasil terhadap layanan keglatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten
Pembangunan Optimal administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Metode Pengukuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregast dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamatan dan kelurahan, hasit indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi
Sumber Data :
Hasii Perhitungan Mandisi {rata-rata) Atas Hasi Survei Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan peffmpahan kewenangan
yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  |Dasar Hukum : NIA 89,015 NIA 89015 | 89,015 Nilai
Kabupaten Administrasi Peraturen Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik

Definisi

Indeks kepuasan layanan kabupaten adminisirasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat
terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kefurahan, hasil indeks kepuasan keerdinast kabupaten
administrasi dan indeks pefimpahan kewenangan,

Melode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamalan dan kelurahan, hasilindeks efeklifitas koordinasi kabupaten administrast, serta hasil indeks kepuasan masyarakat
tarhadap kayanan pelfimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur kecamatan administrasi

Sumber Dala :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rataj Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan
yang diakukan melalui Jaksurvei




Friwwdan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahuman | Keterangan
i Il 1] W
Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  [Dasar Hukum : N/A 89,015 NA 89,015 | 89,015 Nilat
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PANSRB Nomor 14 Tahun 2047 Tentang Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi
Indeks kepuasan layanan kabupaten adminisirasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survel kepuasan masyarakat
terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten
administeasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Metode Pengukuran :
Hasil dipercleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamatan dan keturahan, hasil indeks efektiftas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsus Kota administrasi
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandis (rata-rata) Atas Hasit Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan
yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  |Dasar Hukum : NIA 89,015 N/A 89,015 1 89,015 Nilai
Kabupaten Administrasi Paraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi :
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rala pengukuran dari survei kepuasan masyasakal
terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koosdinasi kota/kabupaten
administrasi dan indeks pefimpahan kewenangan
Metode Pengukuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dasi hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efekliftas koordinasi kabupaten admiristrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandir {rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan pefimpahan kewenangan
yang dilakukan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  |Dasar Hukum : NIA 89,015 NIA 80,015 | 89,015 Nilai

Kabupaten Administrasi

Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2047 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

Definist ;

Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat
terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan df kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten
administras dan indeks pelimpahan kewenangan

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks keprasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan pelimpahan kewenangan datam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Pergustakaan

Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan
yang dilakukan melalui Jaksurvei
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Indeks Kepuasan Layanan
Kabupaten Adminisrasi

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

Definisi :

Indeks kepuasan layanan kabupaten administrast merupakan hasi rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat
terhadap layanan keglatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten
administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemnasyarakatan di
kecamatan dan kelurahar, hasil indeks efeklifitas koordinasi kebupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Sumber Data ;
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasit Survei Kepuasan Masyaraka, Efeklifitas Koordinast dan pelimpahan kewenangan
yang dilakukan melalui Jaksurvei

N/A

89,015

NIA

89,015

89,015

Nilai

Indeks Kepuasan Layanan
Kabupaten Administrasi

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri PAN&RB Nomer 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Panyelenggara Pelayanan Publik

Definisi :

Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukaran dari survei kepuasan masyarakat
terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten
agministrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamatan dan kelurahan, hast indeks efeklifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung Bidang Unsur Kepegawaian

NA

89,016

N/A

89,015

89,015

Nitai

Indeks Kepuasan Layanan
Kabupaten Adminisirasi

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri PAN&RB No, t4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unif
Penyelenggara Petayanan Publik

Definisi :

Indeks kepuasan layanan katupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari susvei kepuasan masyarakat
terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan keluzahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten
administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

Metode Pengukuran :

Hasil dipercleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinast kabupaten administrasi, senta hasil indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang errsan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umunt dan
Penataan Ruang

Sumber Data :
Hasit Perhitengan Mandiri {rata-rata) Atas Hasil Survel Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan

yang dilakukan melalui Jaksurvei

N/A

89,015

NIA

89,015

89,015

Wilai




Triwulan

Nomor Sasaran fndikator Kinesja Sumibrer Data Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
[ 1 ] v
Indeks Kepuasan Layanan | ¢-SAKIP  jDasar Hukum : NA {89015 F NIA | 89015 | 89,015 Nifai
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Susvel Kepuasan Masyarakai Unit Penyelenggara Pefayanan Publik
Definisi
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasif rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap fayanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Metode Pengukuran :
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dasi hasil indeks kepuasan masyarakal lerhadap layanan kegialan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan,
hasit indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap tayanan pelimpahan kewenangan dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Soslal
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rala) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efekiifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui
Jaksurvei
Indgeks Kepuasan Layanan| e-SAKIP  |Dasar Hukum : N/A | 80,015 | NA | 89,015 § 89,015 Nilai
Kabupaten Administras Peraturan Menteri PANSRB Ne. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi :
Indeks kepuasan layanan kabupaten adminisirasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyaraka! terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan ¢ kecamalan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Metode Pengukuran ;
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari basil indeks kepuasan masyarakat terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan,
hasil indeks efekiififas koordinast kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap Jayanan pelimpahan kewenangan dalam
rangka meadukung bidang urusan Pemesintahan Bidang Lingkungan Hidup
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasit Survei Kepuasan Masyarakat, Efekiifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui
Jaksurvei
2 iMeningkatnya Kinesia Melalui Jindeks Kepuasan e-SAKIP  {Dasar Hukum : NA [ 912851 NA | 91,285 ] 91,285 Nilai

Koordinasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan dan
Pelayanan di Wilayah
Kabupaten Administrast
Kepulauan Seribu yang
Optimal

Masyarakat Terhadap
Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di
Ketamalan dan Kelurahan

Peraturas Manteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definis :

Indeks kepuasan masyarakat ferhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan keluezhan} merupakan hasif survei kepuasan
kepada masyarakat yang dilakukan uniuk menifai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Adapun unsur [ayanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan
Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD} dan Chikungunya Mefatut Pengerahan Juru Pemantau Jentik {Jumantik), Petaksanaan
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu}), PPSL), RPTRA, dan Penyelenggaraan Kelertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan
{penyetenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

Metode Pengukuran :

Matode pengukusan mengacy pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2047, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap
tayanan dalam rentang angka skata 1 (satu) sampai dengan 4 {(empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut;

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,03 — 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 - 64,99;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 — 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 - 76,60;

c. Nilai Persepsl 3, dengan nilai inferval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai Interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00.

Nilai intervat XM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).




Triwulan

Keterangan

Nomer Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinetja Tahunan
| il ll v

Hasi diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di ingkat Keturahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rala-rata capaian
Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capalan Watikofa, dengan responden susvel adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per
pelayanan dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamalan Administrasi
Sumber Dala :
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvet

Indeks Efekiiftas Koordinasi e-SAKIP  [Dasar Hukum : NA | 8725 1 NA | 87,25 | 87,25 Nilai

Kabupaten administrasi Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2617 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi Operasicnal ; !
Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan ofeh Kotaﬂ{ahupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup ;
koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonemian dan pembengunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, : '
Melode Pengukuran :
Hasil pengukuran terhadap efeklifitas pelaksanaar koordinasi Kabupaten Administeasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap
pefaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serfa bidang admidishasi, ekonomi, dan pembangunan., dengan responden
Kepala UKPD di masing-masing KotaiKabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi .
Sumber Data : ‘
Hasil Perhitungan Mandini {rata- rala) Atas Hasil Survei Efekiifitas Koordinasi pada Bidang Pemenntahan Perekonomian dan Pembangunan, serla Administrasi :
dan Kesejahleraan Rakyat melaluu Jaksurvei

Indeks Efekifilas Koordinasi e-3AKIP  [Dasar Hukum : tNA 87,25 N/A 87,25 87,25 Nitai

Kabupaten adrhinistzasi

Peraturan Menteri PANSRB Nomor 14 Tahun 2017 Tenlang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publk

Definisi Gperasional :
Hasit pengukuran terhadap efektifilas pelaksanagn koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabugpaten Administrasi terhadap UKPD di witayahnya, yang mencakup
koordinasi pada bidang pemerintahan, perekenomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahleraan rakyat.

Mealode Pengukuran :

Has# pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Adminisirasi dldapatkan melalui agregat hasi pelaksanagn survei kepuasan terhadap
pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahleraan rakyat, serta bidang administrasi, ekenomi, dan pembangunan, dengan respenden
Kepata UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

Sumber Data :
Hasit Perhiturgan Mandiri {rata-rata) Atas Hasi Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serla Administrasi
dan Kesejahteraan Rakyat melatui Jaksurvei




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
[ i Hl v
Indeks Kepuasan e-SAKIP  |Dasar Hukum N/A 88,6 N/A 88,6 86,6 Nifai
Masyarakat Terhadap Peraturan Menteri PANSRE Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Suivel Kepuasan Masyarakal Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Layanan Pelimpahan
Kewenangan Definsi Operasional :
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan mesupakan hasit survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai lingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur tayanan yang di
survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Sertby, diantaranya terkaii dengan Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan Dan Otahsaga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemeriniahan Bidang Sosial; serta Unsur
Kepegawaian.
Metode Pengukuran ;
Matode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penitaian kepuasan terhadap
fayanan dalam rentang angka skala 1 (salu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:
a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval KM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 - 64,99;
b. Nilai Persepsi 2, dengaa nilai interval iKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 -- 76,60;
c. Nilai Persepsi 3, dengan nifal interval IKM sebesar 3,07 — 3,53, atau nilal interval konversi 76,61 - 88,30,
d. Nitai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilal interval konversi 88,31 - 100,00.
Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adatah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dar hasil survei yang kemudian diubah menjadi niiai interval konversi (25
x Nitai Interval [KM) dalam rangka mendukung bidang uresan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Sumber Data:
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan e-5AKIP  |Dasar Hukum: WA 88,6 NIA 88,6 88,6 Nilal

Masyarakat Terhadap
Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Peraturan Menteri PAN&RE Nemor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyasakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasi survet kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untzk
menilai tingkat kepuasan masyarakal terhadap kualites Jayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsut layanan yang di
survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Adminisirasi Kepulavan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemeriniahan
Bidang Kepemudaan Dan Ofahraga; Urusan Pemerintzhan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaen; Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur
Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menleri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan {erthadap
fayanan dalam reatang angka skala 1 (salu) sampat dengan 4 (empat}, dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nitai interval (KM sebesar 1,00 - 2,59, atau nitai interval konversi 25,00 - 64,99,

b. Nilai Persepst 2, dengan nital interval IKM sebesar 2,60 — 3,06, atau nifai interval konversi 65.00 - 76,60,

¢. Nilai Persepsi 3, dengan nitat interval KM sebesar 3,07 — 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilal Interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00.

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
dengan jumiah responden survei minimal 100 erang. Nilai interval KM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubiah menjadi nitai interval konversi {25
x Nilai interval (KM} datam rangka mendukung Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Sumber Data :
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvet




Trivalan

Nomor Sasaran Indikator Kinerfa Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
| il i v
Indeks Kepuasan e-SAKIP  |Dasar Hukum: N/A 94,16 NIA 84,16 | 0416 Nilai
Masyarakat Terhadap Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 20617 Tenlang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyefenggara Petayanan Publik
Layanan Pefimpahan
Kewenangan Definsi Operasional :
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pefimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan uniuk menilai
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas fayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publix. Adapun unsus layanan yang di survei diantaranya
adalah vrusan yang dillmpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya ferkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan
Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintakan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintehan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.
Metode Pengukiiran : }
Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteni PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat malakukan penilaian kepuasan terhadap
fayanan dalam sentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penitaian persepsi sebagai herikut;
a. Nilai Persepsi 1, dengan nifai inferval IKM sebasar 1,00 — 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 - 64,99;
b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai ifterval IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 - 76,60;
¢. Nitai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;
d. Nitai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00.
Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakal, dengan responden survel adalah masyarakal Kabupaten administeasi Kepulauan Seribu
dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilal interval IKM diperoieh dari hasit survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai
Interval (KM) dalam rangka mendukung Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
Sumber Dala
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei
indeks Kepuasan e-SAKIP  |Dasar Hukum : A [ 91,135 ] NA | 91,435 | 91,135 Nilai
Masyarakat Terhadap Peratiran Menteri PAN&SRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Layanan Pelimpahan
Kewenangan Definsi :

indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan menepakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layaran yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survel dianlaranya
adalah uresan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkai dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan
Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan: Urusan
Pemerintahan Bidang Pakerjaan Umum Ban Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahur 2017, dimana masyarakat melakukan peniiaian kepuasan terhadap
layanan dalam remtang angka skala t (salu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagei berikut:

. Nilal Persepsi 1, dengan niai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai intferval koaversi 25.00 - 64,99;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval konversi 85.06 - 76,60,

¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3 07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, deagan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai interval kenversi 88,31 — 100,00,

Hasil diperoleh dengan cara susvei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adatah masyarakat Kabupater administrasi Kepufauan Seribu
dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilal injervat IKM diperoleh da#i hasil survel yang kemudian diubah menjadi nilak intervat konversi (25 x Niai
interval IKM} dalam rangka mendukung Bidang Unsur Kepegawalan

Sumber Data
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei




Nomor

Sasaran

indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

i It

Tahunan

Keterangan

Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
{ayanan Pelimpahan
Kewenangan

e-SAKIP

Dasar Hukum
Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuagan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyaraka terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakal yang diakukan untuk
menita tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur fayanan yang di
survel diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administeasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintzha
Bidang Kepernudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkuengan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekesfaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur
Kepegawaian. ‘

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraluran Menteri PAN dar RB Nomor 4 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap

layanan dalam rentang angka skala 1 (salu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penllalan persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nital intervat [KM sebesar 1,00 — 2,59, atau nilai interval kenversi 25.00 - 64,99;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai infervat konversi 65.00 - 76,60;

c. Nilal Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 — 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nita interval konversi 88,31 — 100,00,

Hasil diperoleh dengan cara survel indeks kepuasan masyarakat, dengan responden surve adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seiibu
dengan junlah responden survei minimal 100 orang. Nitai interval IKM diperoleh dari hasif survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25
« Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sumber Bata :
Hasil Survel Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

NiA

885 NIA

88,6

88,6

Nilai

tndeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Layanan Pelimpahan
Kewsnangan

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri PANSRB No. t4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakal Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai tingkat keprasan masyarakal terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penysfenggara pelayanan publik, Adapua unsur layanan yang di
survel diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkaif dengan Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan; Urusan Pemeiintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sostal; serta Unsur
Kepegawaian.

Melode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraluran Menter PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap

layanan dalam rentang angka skala 1 (salu} sampai dengan 4 (empat), dengan rentang panilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nitai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 ~ 2,59, atau nitai inferval konversi 25.00 - 64,96;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilal interva! IKM sebesar 2,60 — 3,06, atau nilai interval keaversi 65.00 - 76,60;

¢. Nilai Persepsi 3, dengan nifa? intarval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilal interval konversi 76,61 - 88,30;

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 — 100,00,

Hasil diperoteh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
dengan fumiah responden survel minimal 100 orang. Nilai interval (KM diperoleh dar hasii survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi {25
x Nifai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahaan Bidang Sosial

Sumber Data :
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ¥erhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

N/A

92.885 | N/A

92,885

92,885

Niai




Triwulan

Nomor Sasaran indikator Kinarja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
1 I Hl v
Indeks Kepuasan Masyarakat e-SAKIP  [Dasar Hulkum : N/A 88,5 N/A 488 88,6 Nitai
Terhadap Layanan Pelimpahan Peraturan Menteri PAN&RS No. 14 Tahun 20%7 Tentang Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakal Unil Penyelenggara Pelayanan Publik
Kewenangan

Definsi Operasionat :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilskukan untuk menila fingkal
kepuasan masyarakal terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penysfenggara pelayanan publik. Adapun unsur fayanan yang di survei dianlaranya adalah urusan
yang dilimpahkan kepada Kabupalen Adminisirasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkail dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemeriniahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum Dan Penalaan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sostal, serta Unsur Kepegawaian.

Metode Pengukuran :

Melode pengukuran mengacu pada Peraturan Menleri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan tethadap tayanan datam
rentang angka skata 1 {satu) sampal dengan 4 {empat), dengan renlang penilaian persepsl sebagai benkul:

a. Nila Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, alau nilai interval konversi 26,00 - 64,98;

b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 - 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 - 76,60;

¢. Nilzi Persepsi 3, dengan nifal intervat IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nitai interval konversi 76,61 - 86,30,

d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval KM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval kenversi 88,31 - 100,00,

Hasil diperoloh dengan cara survel indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adaiah masyarakal Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah
responden survei minimat 100 crang, Nilai interval 1XM diperoteh dar hasil survai yang kemudian diubah menjadi nilai interval konvers! (25 x Nilai Infervel IKM) dalam
rangke mendukung Bidang urusan Pemerintahaan Bidang Lingkungan Hidup

Sumber Data:
Hasil Survei Kepuasan Masyarakal Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melaiui Jaksurvei
Sasaran Khusus
3 [Termplementasinya rencana |Persentase implementasi rencana e-Kinerjz  {Definisi; 100 100 100 100 100 Persen
strategis komunikasi publik  |sirategi komunikasi publik program 2. Persenlase tersusunnya strategi komunikasi program prionitas dan stralegis Daerah.
urlik program-program prioritas dan strategis serfa respon b. Persentase lerpublikasikannya materi kemunikasi melalui media infernal Peranglat Daerah lerpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi
priorilas dan strategis Daerah |perangkat daerah dengan program lainnya.
priodlas dan stralegls pada saal ¢. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.
krisis komunikasi program d. Persentase respen inferaktif terhadap pestanyzan/komentar wargane! yang retevan.
Metode Pengukuran:

a. Bobat 35%: PD dengan program priiitas dan stralegls menyusun strategi komunikasi pregram prieritas dan sirategis Daerah.

b. Bebot 30%: PD dengan pregram prioritas dan strategis mempublikasiken materi kemunikasi melalui media intemal Perangkal Daerah atau media massa atau media
sosial atay aklivilas komurikasi lainnya.

c. Babot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis kemunikasi.

d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif teshadap pertanyaanfkomentar warganet yang relevan.




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Terwuiudnya tata kelola SDI
yang baik melalut pemenuhan
daftar data daerzh yang
berkualias

Nilai kualitas dala SOI

e-Kinerja

Dasar Hukum
2. Peraturen Gubemur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Dala Indonssia Tingkat Provinsi
b. Kepulusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definist ;

Nilai Kualitas Data SO terdini alas 4 aspek yaitu:

a. Aspek Ketepatan Wakiu : Mengukur kepatuhan waklu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dergan jadvral.
b. Aspek Kefengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikempulkan oleh Produsen Data melafui Welidata Pendukung kepada Walidata sesuai
dengan jadwal.

¢. Aspek Keunikan Isi Data : Mengulkur tingkat duplikasi data yang dixumpulkan oleh Produsen Data melalu Walidata Pendekung kepada Walidata.

d. Aspek Validilas Dala : Mengukur vaiiditas dala oleh Produsen Data

Formula Perhiluagan :
Mital Kualitas Data SDI = [{Nila Aspek Kelepatan Wakiu} + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) +{Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]
{ Rentang nilai kualitas data SOI: 0 - 4)

Keterangan :

a, Nilat Aspek Ketepatan Waklu = (Jumiah dala terkumpul ke walidata / Jurniah data yang waib terkumput sesuai kelelapan)

b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah fifs data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file dala sesuai ketetapan})

¢. Nilai Aspek Keunikan isi Data = {Jumlah file dala yang lidak memiliki duplikasi pada variabel kunci/ Jumlgh file data sesuai kstetapan)
d. Nilai Aspek Valicites Dala = (Jumiah file dala vang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah fife data sesuai ketetapan)

Catalan :
1. Balas wakiu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikuinya dari jadwal rilis
2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 26 bulan benikutnya dari jadwal rlis

Sumber Data : Partal Data Provinsi DK Jakarla

NIA

N/A

NfA

3,26

3,25

Mitai

Meningkatnya kuaiitas
layanan kepada masyarakat

Survel Kepuasan Layanan
Masyarakat

e-Kinerja

Dasar Hukum :
a. Peraturan Menleri PANSRB Nomor 14 Tahun 2017 Tenlang Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakal Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
b. Servan Gubemur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Bukungan Dalam: Rangka Survei alas Kinerja Wallketa/Bupati, Camat, dan Lurah

Dafinisi:
Survei atas kinerja Walikola/Bupati yang dilakukan teshadap responden sebagaimena lermuat dalam Seruan Gubemur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Dukungan Dalam
Rangka Survei Alas Kinarja Walikolafbupati, Camat dan Lurah pada witayah masing-masing

Metede Pengukuran:
Nilai diperoleh dari hasit Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalut sistem Jaksurvei

92

NiA

92

NiA

92

Nitai

Terkelolanya Keuangan
Daerah yang Sehat,
Transparan, dan Akuntabel

Persentase Pelaksanaan
Inventarisasi BMD pada Pengguna
Barang danfatau Kuasa Pengguna
Barang

o-Kinega

Definisi:
Capatan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralalan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
Inventarisasi BMD bsnipa Pesalatan dan Mesin dilaksanakan ¢leh PDUKFD dan UPB

Penghliungan melalui sistem e-Inventarisasi:
a, Bobot 5%
PDMUKPC/UPB meayusun SK Tim, membuel Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot 85%
PDUKPEYUPS menyaiesaikan penginputan data informasi datam kertas Kerja sesual dengan jumiah BMD yang dimiski
c. Bobot 10%
PDAJKPDAIPS menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi {LHY)

25

86

100

100

Persen

i0




Triwalan

Nomor Sasaran tndikator Kinerja Sumber Data Pangukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
| il il v
7 Peningkalan penggunaan  |Persentase realisasi belanja e-Kinerja  |Dasar Hukum : N/A 30 N/A 80 80 Persen
produk dalam negen barangfjasa bersertifikat TKDN, a. Undarg-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustdan;

produk dalam neger, danfalau b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industi;

preduk usaha mikro keclt dan ¢. Peraluran Presiden Nomor 42 Tahun 2021 fanlang Perubahan atas Peraturan Peasiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadasn Barang/Jasa Pemeriniah;dan

koperast dart hasil produksi dalam d. Instruks! Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Percepatar: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger: dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

negen Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Baagga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadzan BarangtJasa Pemerintah
Definisi :
& Produk Dalam Neger adalah barang den jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang dipreduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan
berproduksi di Indonesfa dilunjukkan dengan pesmyataan peayedia telah menggunakan produk dalam negeri (self daclarg)
b, Sertifikat TKDN adalah seriifikal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustiian yang menjefaskan kandungan daiam negeri pada barang, jasa dan gabungan
barang dan Jasa.
¢. Balanja Pengadaan adalah balanja barangfiasa, belanja hibah barang, belanja banluzn sosial barang, dan belanja modat {melalul Penyedia dan Swakelola) dengan
kode rekening:
5.1,02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.62.0001 - Belanja Banuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Medal Peratalan dan Mesin
5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Belanja Modat Asel Telap Lainnya
5.2.06 - Botania Modat Lainnya
Metode Pengukusan :
Jumlah rezlisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau preduk usaka mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
dibandingkan dengan realisasi {SPJ) Belanja Pengadaan.
Sumber Data :
a. Bighox LKPP
b. Sistem Informast Pemerintah Daerah (SIPD) PADN Kementerian Dalam Neger atau Sistem informasi Pemerintah Daerah (S1PD) DKI Jakarta - BPKD

8  (Tedmplementasinya Persentase Implementasi e-Kineja  [Dasar Hukum : N/A A NA 100 100 Persen
Pengembangan Kompelensi  |Pengembangan Kempetensi PNS 2. Peraturan Pemerintah Momor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Neger Sipit Pasal 203 Ayat (4} Pengembangan kompetensi bagi seliap PNS sebagaimana

PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jakaria 40 Jam Pelajaran per
tahun

Pemenintah Provinsi DK Jakarta 40
Jam Pelaiaran per fahur

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 {dua puluh) iam pelajaran dalam 1 (salu) fahun,
b. Instruksi Sekretaris Dasrah Nomaor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompelensi Pegawai minimat sebanyak 40 (empat pufuh) Jam Pelajaran Per
Tahun.

Oefinish:
Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesual Instruksi Sekrataris Dagrah Nomor 29 Tahun 2023 tertang Pelaksanaan Pengembangan Kompetenst

Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelatarar Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintzh Provinsi DKI Jakarla yang terdokumentasi dalam hitpsAisimdiklal-

bpsdm.jakadta.go.id
Reatisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumizh jam pelajaran selama fahun 2024,

Metode Pengukuran :
[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tatun 2024 {40 (empal puluh} Jam Pelgjaran X 100%)]

Sumber Data :
Simdikiat BPSOM dan PintAr BPSDM

11




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Dafa Pengukuran Kinerfa Tahunan | Keterangan
{ Il ill IV
9 [Meningkalnya Manajemen  |Persentase penyelesalan tahapan e-Kineja  (Dasar Hukum : N/A NIA 53 50 100 Persen
Pengetahuan manaiemen pengetehuan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.
Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https:/km-bpsdm jakara.go.id
Melode Pengukuran
Realisasi Targe! berupa 4 faporan baik berbenluk video maupun lolisan (wajib terkumpul sesual batas waktu pengumpulan pada Minggu periama langgal 5 Bulan
Seplember Triwuian 3 dan Minggu pertama tanggal & Butan Dasember Triwalan 4).
Sumber Dala:
hitps:/fkm-bpsdm jakarda.go.id
10 [implementasi Penerapan Persentase implementasi Penerapan| e-Kinerja  jDasar Hukum ; NIA 50 NI 100 100 Persen
Manajemen Rislko Manajemen Risiko a. Paraturan Gubsmur Nomor 122 Tahun 2020 tenlang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DK Jakaria

b. Kepulusan Gubemur Nomer 153 Tahun 2021 lenfang Struklur Manajemen Risiko di Pemerinteh Provinsi DKI Jakarla

Definisi :

Proses Manajemen Risiko difakukan terhadap sasaran slralegis yang ferdapat dafam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan mefalui 5
(lima} {ahapan:

2. Komunikasi dan konsultasi;

b. Pgnetaparn konleks;

¢. Penilaian Riske (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko};

¢. Penanganan Risiko; dan

8, Pgmantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memanlay pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan fren psnubahan besaranfevel Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risike.

Formula Pengukuran :
[(Jumlah dokumen yang tesverifikast oleh Inspektoral) / {Seluruh dokumen yang wajib terkumput sesuat balas wakiu pengumpulan pada dwalan 4)] x 100%

Qutput Sasaran :
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I
Sokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Melode Pengukuran |

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Pengrapan Manajemen Risiko yang lelsh diverifikasi oleh Inspekioratl :
Trivaglan [t

Dokumen Formulir Laporan Pemardauzn Ristko TW I

Trivatan IV

Dokumen Fomulir Laparan Pemaniauan Risiko TW BV
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Trivutan

Nomeor Sasaran indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
1 ] if} v
11 {Tercapainya Target Kinerja  |Perseniase Nilai Kinerja Anggaran e-Kinerja  [Dasar Hukum NA N/A N/A Il 7 Persan
Anggaran atas Aspek alas aspek Implementasi Peraturan Dasrah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
mplementast

Pasal 195 : "Pemeriniah Provinsi DKI Jakarla wajib menyediakan informast Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya diguniskan untuk
membantu Gubernur dalam melakukan evaluast Kinerja Keuangan Daerah.”

Definisi ;

Kinerja Anggaran yang dinitung alas aspek implementasi,

a. Kinarja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang lertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran,

b. Evaluasi Kineria Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenail penggunaan

anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran,

Kinerja Anggaran yang dihllung atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagal berikul :

#} Pengukurar: Capaian Keluaran kegiatan/subkeglalan:
- divkur dengan membandingkan antara realisasi indikalor Keluaran (Outpuf) Keglatan dengan target indikator Keluaran {Output) Kegiatan,
Sumber Data : e- SAKIP

2) Penyerapan Anggaran:

- divkur dengan membandingkan anlara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data : Proyekst APBD/ proyaksiapbd jakarta.goid

3) Efisienst keiuaran kegiatan/subkegiatan:

- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya,

- Pengaluaran seharusnya merupakan jumiah anggaran yang direncanakan unluk menghasitkan capaian Keluaran (Quiput} Program atau capalan Keluaran (Outouf)

Kegiatan.

- Pengeluaran sebenamya merupakan jumiah anggaran yang lerealisasi untuk menghasitkan capaian Keluaran {Ouipud} Program atau capaian Ketuaran (Gulpuf)

¥egiatan.

Sumber Cata :

a) data capaian Keluaran (Quipst) Kegiatan/Subkeqiatan sumber dala e-sakip;

b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan

¢) realisasi anggaran sumber dala proyekst APBD.

4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:

- dilakukan dengan memperhilungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap butan.

Sumber Dala : proyeksi APBD

Bobot masing-masing varabel Aspek Implementasi sebagai berkut:

Bp=9,7%

BK = 18,2%

Beik = 43,5%

BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BX : Bobot kensistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Bckk : Bobot capaian keluaran

BE ; Bobot efisiensi

Pembobotan Niai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :

= 60 = Rendah

> 60 s.d 70 = cukup

> 70 s.d 90 = Baik

>80 s.d 100 = Sangat Balk
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Triwulan
Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja ] | | Tahunan | Keterangan
K Il 1} v
Sasaran Operasional

12 |Terselesaikannya Tindak Persentase capaian penyelesaian e-Kinerja  |Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
Lanjut Arahan Gubemnur Tindak Lanjut Arahan Gubemur Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office,, arahan melalui media elektronik, dan benluk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubemur dikali 100%

13 |Meningkalnya penyelesaian  |Persentase capaian penyelesaian CRM Melode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakal dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%

14 |Terselesaikannya tindak lanjut | Persentase progress penyelesaian e-Kinerja  |Metode Pengukuran : 25 25 25 25 100 Persen
rekomendasi temuan hasil  [tindak lanjut rekomendasi temuan (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlzh sisa
pemeriksaan ekstemal (BPK) |hasil pemeriksaan ekstemnal (BPK) rekomendasi yang belum dilindaklanjuli dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspekloral)

Pj. Gubemnur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

NIP 196612051987031003
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Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

RENCANA AKSEINDIKATOR KINERJA UTAMA {IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

. _ Target | Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigasi yang . .
NO Sasaran Indikator Kinerja Utama KU ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target/Output Waktu
1 |Terwujudnya Kabupaten Administras Indeks Kepuasan 89,015 |RAT. Penyusunan Dokuman Laporan Hasil Indeks  [KK1.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil T/01.1.1.Dokurnen Laporan Hasil Indeks Layanan TN 2
Kepulauan Seribu Sebagai Kota dinamis, lestari |Layanan Kabupaten Layanan Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024 |Indeks Layanan Kota Administrasi Semester 1 |Kota Administrasi Semester 1 Tahun 2024
dan berbudaya yang Memberikan Layanan Adminisirasi Tahun 2024
Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan
Oplimal
RAZ2. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks  |KK2.1.Tersusunnya Dokumen Laporan Hasit  |T/02.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan w4
Layanan Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024  }indeks Layanan Kota Administrasi Semester 2 [Kota Administrasi Semester 2 Tahun 2024
Tahun 2024
2 {Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi indeks Kepuasan 91,285 IRA1.Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Survey KK1.1. Tertaksananya Evaluasi Pelaksanaan T/G1.1.1. Tersusunnya Laperan Hasil Evaluasi TWA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan  |Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dar: Persiapan | Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dan  |Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tahun
Pelayanan di Witayah Kabupaten Administrasi  |Layanan Kegiatan SKM Semester 1 Tahun 2024 Persiapan SKM Semester 1 Tahun 2024 2023 dan Persiapan SKiv Semester 1 Tahun 2024
Kepulauan Seribu yang Oplimal Kemasyarakatan di
Kecamatan dan
Kelurahan RAZ. Penyusunan Dokurnen Laporan dan Evaluasi  [KK2.1. Tersusunnya Dokumen Lagoran dan T/02.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan W2
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Survey Kepuasan Masyarakat Kofa Adminisirasi
Adminisirasi semester 1 Tahun2024 Masyarakat Kota Administrasi Semester 1 Tahun |Semester 1 Tahun 2024
2024
RA3. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut KK3.1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut [T/03.1.1. Laporan Hasit Tindak Lanjui Survey T™W3
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan  |Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan Persiapan
Semaster 1 Tahun 2024 dan Persiapan SKM Persiapan SKM Semester 2 Tahun 2024 SKM Semesler 2 Tahun 2024
Semester 2 Tahun 2024
RA4. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi  |KK4.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Ti04.1.1 Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tw4
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi
Administrasi semester 2 Tahun 2024 Masyarzkat Kota Administrasi Semaster 2 Tahun |Semester 2 Tahun 2024
2024
RAS Penyusunan Laporan Hasil Tindzk Lanjut KK5.1. Terlaksananya Penyusunan Laporan T/05.1.1. Tersusunnya Lagoran  Hasil Tindak W4

Survey Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi
Semester 2 Tahun 2024

Hasil Tindak Lanjut Survey Kepuasan
Masyarakat Kota Administsast Semester 2 Tahun
2024

Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Koia
Adminisirasi Semester 2 Tahun 2024




NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target | Rencana Aks'. dan/atau Rencana Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Target/Qutput Waktu
iKU ditetapkan awal tahun
3 {Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi indeks Efektifitas 8725 [RA1 Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efektifitas |KK1.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks  |T/01.1.1. Moia Dinas atau Laporan Hasil Survey WA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan  [Koordinasi Kota Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2023 Efekifitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun | Tahun 2023
Pelayanan di Witayah Kabupaten Administrasi  |administrasi 2023
Kepulauan Seribu yang Optimat
RAZ. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks KK2.1 Teriaksananya Persiapan Survey Indeks $T/02.1.1. Nota Dinas atau Laporan Hasil Tindak TW?2
Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 |Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi SemesterjLanjut Tahun 2023
dan Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023 1 Tindak Lanjut Hasil Survey Tahun 2023
RA3. Penyusunan Dokumen Laperan dan Evaluasi  {KK3.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan T/03.1.1.Laperan dan Evaluasi Pelaksanaan w2
Pelaksanaan Survey Efekiifitas Koordinasi Kota Evaluasi Pelaksanaan Survey Efeklifitas Survey Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi
Adminisirasi Semester 1 Tahun 2024 Koordinasi Kota Administrasi Semester 1 Tahun |{Semesters 1 Tahun 2024
2024
RA4. Pelaksanaan Evaluasi Survey Indeks Efeklifitas | KK4.1 Terlaksananya Evaluasi Survey Indeks  |T/04.1.1. Nola Dinas atau Laporan Hasil Survey TW3
Koordinasi Kota Administrasi Semester 1Tahun 2024 |Efeklifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester|Semester 1 Tahun 2024
1 Tahun 2024
RAS. Pelaksanaan Persiapan Survey indeks KK5.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks [T/05.1.1. Nota Binas atau Laporan Hasil Tindak TW 4
Efeklifitas Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 |Efekiifitas Koerdinasi Kota Administrasi Semester{Laniut Hasil Survey Semester 1 Tahun 2024
dan Tindak Lanjut Hasil Survey Semesier 1 Tahun |2 Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Survey
2024 Semester 1 Tahun 2024
RAB. Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi  [KKB8.1. Tersusunnya Dokumen Laporan dan Ti0B.1.1.Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan W4
Pelaksanaan Survey Efektifitas Koordinasi Kota Evaiuasi Pelaksanaan Survey Efektifitas Survey Efektifitas Koordinasi Kota Adminisirasi
Administrasi Semester 2 Tahun 2024 Koordinasi Kota Administrasi Semester 2 Tahun [Semester 2 Tahun 2024
2024
4 iMeningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Indeks Kepuasan 888 |RAt. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Survey Indeks KK1.1 Terfaksananya Rapat Evaluast Survey T/01.1.1. Nota Dinas Evaluasi Survey Indeks TWA1
Penyelenggaraan Urusan Pemarintahan dan  |Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakal Terhadap Layanan indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan|Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelayanan di Witayah Kabupaten Administrasi  [Layanan Pelimpahan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi ~ [Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu yang Optimal Kewenangan Tahun 2023 Administrasi Tahun 2023 Tahun 2023
RA2. Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks KK2.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks [ T/02.1.1. Nota Dinas Persiapan Survey indeks w2

Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Semestar 1 Tahun 2024

Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpatian Kewenangani Kabupaten
Administrasi Semester 1 Tahun 2024

Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Semester 1 Tahun 2024




NO

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target
IKU

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang
ditetapkan awal tahun

Kriteria Keherhasilan

Target/Output

Waktu

RA3. Penyusunan Nota Dinas Hasil Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewsnangan Kabupaten Administrasi
Semester 1Tahun 2024

KK3.1 Tersusunnya Nota Dinas Hasil Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Layanan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten
Administrasi Semester 1 Tahun 2024

T/03.1.1. Nota Dinas Hasil Survey Indeks
I(epuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Semester 1 Tahun 2024

TW3

RA4, Pelaksanaan Persiapan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Semester 2 Tahun 2024

KK4.1 Terlaksananya Persiapan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten
Administrasi Semester 2 Tahun 2024

T/04.1.1. Nota Dinas Persiapan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Semester 2 Tahun 2024

w4

RAS. Penyusunan Nota Dinas Hasil Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Semester 2Tahun 2024

KK5.1 Tersusunnya Nota Dinas Hasil Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Layanan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten
Administrasi Semester 2 Tahun 2024

T/05.1.1. Nota Dinas HasilSurvey Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi
Semester 2 Tahun 2024

TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

2024
Bupati|Kabupaten Admijfistrasi Kepulauan Seribu

NIP. 196612051987031003




